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ABSTRAK 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan Perda Nomor 49 tahun 

2017 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, bermaksud melarang 

orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang 

tempat. Pengesahan Perbub menuai pro dan kontra. Banyak faktor yang menjadi 

penghambat berjalannya Perbup ini. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Penegakan 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok‟‟ 

dengan tujuan Mengetahui pengaturan tentang kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten 

Rokan Hulu. Menjelaskan tata cara implementasi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 

2017 di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan di wilayah KTR di Rokan Hulu 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sampel pada penelitian ini 

yakni Satuan Tugas (SATGAS) penegak kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Adapun 

hasil penelitian ini yakni Pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Peraturan bersama Mentri Kesehatan  Nomor 

188/MENKES/PB/I/2011 dan Mentri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 2011. Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 59 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan 

Daerah Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Implementasi Peraturan Daerah Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok sudah dijalankan berupa menindak para perokok yang merokok 

di tujuh kawasan tanpa rokok, Sanksi diberikan secara bertahap. mulai dari teguran 

hingga tiga kali hingga  sanksi administratratif. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

antara lain : Pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya Kawasan 

Tanpa Rokok yang masih berbeda-beda.  

Kata Kunci :Implementasi, Perda, Kawasan Tanpa Rokok 
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ABSTRACK 

The Rokan Hulu Regency Government has issued Regional Regulation Number 

49 of 2017 concerning smoke-free areas and restricted smoking areas, intending to 

prohibit people from smoking but only to regulate people not to smoke anywhere. The 

ratification of the Perbub reaped pros and cons. Many factors become obstacles to the 

passage of this Perbup. Based on this background explanation, the author is interested in 

conducting research with the title "Implementation of Enforcement of Rokan Hulu Regent 

Regulation Number 49 of 2017 Concerning Smoke-Free Areas'' with the aim of knowing 

the regulations regarding smoke-free areas in Rokan Hulu Regency. Explaining the 

procedures for implementing regulations Regent Number 49 of 2017 in Rokan Hulu 

Regency. This research was conducted in the KTR area in Rokan Hulu using a qualitative 

descriptive method. The sample in this study was the Task Force (SATGAS) enforcing the 

policy on smoking-free areas (KTR). The results of this study are Regulation regarding 

smoke-free areas, namely the Law of the Republic of Indonesia of 2009 concerning 

Environmental Protection and Management Joint Regulation of the Minister of Health 

Number 188/MENKES/PB/I/2011 and Minister of Home Affairs Number 7 of 2011. 

Governor of Riau Regulation Number 59 of 2011 2017 concerning Non-Smoking Areas, 

and Regional Regulations of the Rokan Hulu Regent Number 49 of 2017 concerning 

Smoke Free Areas. The implementation of the Rokan Hulu Regent's Regional Regulation 

Number 49 of 2017 concerning Smoke-Free Areas has been carried out in the form of 

taking action against smokers who smoke in seven smoke-free areas, Sanctions are given 

in stages. ranging from reprimands up to three times to administrative sanctions. 

Obstacles in the implementation of the Rokan Hulu Regent's Regional Regulation 

Number 49 of 2017 concerning Smoke-Free Areas include: Stakeholders' understanding 

of the importance of Smoke-Free Areas is still different. 

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Non-Smoking Areas 
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